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BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

. bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

mempunyai kewenangan menetapkan pemindahan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

. bahwa untuk mempercepat proses pemindahan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana, perlu mendelegasikan
kewenangan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud
kepada Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan pemindahan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.Peraturan...
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Presiden. Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. ‘

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bondowoso.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

6. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat
BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Bondowoso.

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS,
adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

8.Jabatan...
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8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai Aparatur Sipil Negera dalam suatu satuan
organisasi. A

9. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan paling rendah
dari jabatan administrasi yang bertanggungjawab
melaksanakan  kegiatan  pelayanan  publik  serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB 11
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMINDAHAN

Pasal 2

(1) Bupati berwenang menetapkan pemindahan PNS dalam
Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Bupati mendelegasikan pemindahan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beserta nama jabatan dan kelas
jabatan yang baru, kepada:

a. Sekretaris Daerah untuk pemindahan PNS dalam
Jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah;

b. Kepala BKD untuk pemindahan PNS dalam Jabatan
Pelaksana dalam satu Perangkat Daerah.

BAB III
NASKAH DINAS

Pasal 3

(1) Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah.

(2) Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BKD atas usulan Kepala Perangkat
Daerah bersangkutan.

(3) Salinan dan petikan Keputusan Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Kepala BKD.

(4) Salinan dan petikan Keputusan Kepala BKD untuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BKD.

BAB 1V...
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal & Mamt 2018

BUPATI BONDOWOSO, -

(y AMIN SAID HUSNI

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal & Mearet 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR aa



